PENJEMPURNAAN PANTITYA LANDREFORM SEBAGAIMANA TERMAKSUD

PRESIDEN : F
REPUBLIK INDONESIA bz

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 263 TAHUN 1964 .
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Ménetapkan
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DALAM KIPUTUSAN PRESIDEN NO.131 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

bahwa berhuburng dengan perkembangan tingkat pelaksanaan landre
form dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan penjempurna-
an organisasi penjelenggaraan Landreform sebagaimana telah di-
tetapkan dalam Keputusan Presiden No.l31l tahun 1961 jang telah
gégibah dan ditambah dengan Keputusan PTesfggn No.509 tahun

;-

a. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 tahun 1960 3f
Lembaran Negara No.l0L tahun 1960);

c. Undang-undang No.56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara No.l74 {;
tahun 1960); S5

d. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 (Lembaran ngara
No.280 tahun 1961 );

e. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
MEMUTUSZXADN :

Keputusan Presiden Tentang Penjempurnaan Panitya Landreform :
termaksud dalam Keputusan Presiden No.1l31l tahun 1961 sebagai-| .
mana telah dirobah dan ditambah, sehingga mendjadi sebagai ¢
berikut :

(1]

BAB I
UMU M.
Pacal 1.

Dalam rangka penjelenggaraan Landreform dibentuk Panity

Panitya Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II,
Ket jamatan dan Desa, Jang bertugas men jelenggarakan pimpinan,
pengawasan, koordinasi, blmblngan serta pelaksanaan Landreforme.

Panitya-Panitya tersebut dalam ajat (1) adalah Panitya-Negara.
A Pasal 2. :

Panltya—Panitya tersebut dalam Pasal 1 mempunjai susunan seba- |

gai berikut :

a. Ditingkat Pusat disebut Panitya Landreform Pusat,

d. Ditingkat Daerah Tingkat I disebut Panitya Landreform Daerah
Tingkat I;

c. Ditingkat Daerah Tingkat IT disebut Panitya Landreform Daerah
Tingkat ITI;

d. Di Ketjamatan disebut Panitya Landreform Ketjamatan;
e. Di Desa disebut Panitya Landreform Desa atau Petugas Landre- |




; 5 Pasal 3.

c. Hukum dan Dalam Negerij
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(2) Tiap-tiap Panitjra Landreform dari tingkat Pusat sampai dengan
Daerah Tingkat II terdiri dari Panitya-Paripurna dan Badan Peker-

dja serta diperlengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan
Pelaksanaan Landreform;

(3) Tiap-tiap Panitya Landreform tersebut dalam ajat 1 Pasal ini mem-
punjai suatu Sekretariat. Sekretariat Panitya Landreform merupakan ¢} -
pul% Sekretariat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Lan- |
dreform;

BAB II.
PANITYA LANDREFORM PUSAT

(1) Panitya landreform Pusat terdiri atas :

a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebé.gai berikut

Pemimpin Tertinggi : Presiden Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi;

Presidium Kabinet ;

Ment eri Koordinator Kompartimen
Pembangunan ;

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertanian dan Agrariaj

Menteri Koordinator/Wak:Ll Ketua
M.P.R.S.

Ment eri Koordinator Kompartimen

Ketua
Wakil Ketua

Wakil Ketua

(1]

Anggota-anggota

(1]

Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan Keamanan /KASAB;

: Menteri Koordinmator Kompartimen Per-
hubungan dengan Rakjat;

Menteri Koordinator/Wakil Ketua D.P.A:‘;
Menteri Koordinator Kompartimen Keuan}*

Menteri Urusan Perentjanaan 'Pembangun‘
Nasional; :

Menteri Agrariaj;

Ment eri Pertanian; '

Menteri Perikanan;

Menteri Kehutananj;

Ment eri Perkebunan;

Menteri Pembangunan Masjarakat Desaj
Menteri Penerangan;

*
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Menteri ...




Anggota-anggota

b. Badan Pekerdja dengan

Ketua
Wakil Ketua
- Wakil Ketua

Anggot a~anggota
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Menteri Dalam Negeri;
Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;
Ment eri/Panglima Angkatan Darat
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisianj; -
Menteri DJjaksa Agung ;

Menteri Perburuhanj

Menteri Urusan Bank Sentralj;

Menteri Transmigrasi/Koperasi;

Ment eri Perindustrian Rakjat;

Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenagaj;

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan
Pengawasanj

Ment eri/Wakil2 Ketua D.P.R.-G.R.

Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan
Nelajan;

Wakil?2 dari Organisasi2 Massa Tani Tingkat
Pusat anggota Front Nasional Jjang mewakili
golongan Nasakom dan Jjang diusulkan oleh
Front Nasional Pusat;

keanggotaan sebagai berikut

[ LI 13
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Menteri Agrariaj

Ment eri Dalam Negeri ;

Ment eri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;
Menteri Pertanian;

Ment eri Urusan Bank Sentral;

Menteri Perindustrian RakJjat;

Menteri Transmigrasi/Koperasi;

Menteri Pembangunan Masjarakat Desaj -

Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan
Nela jan;

Wakil2 dari Organisasi? Massa Tani Tingkat
Pusat anggota Front Nasional jang mewakili
golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh
Front Nasional Pusate.

(2) Panitya Landreform Pusat diperlengkapi dengan :
" Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan lLandreform Pusat,

dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Xetua

[ 13

Ment eri Negara dpb Presidium Kabinet};
Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
Wakil dari Departemen Dalam Negeri;

Walkdl .. ..




/Kepala Direktorat Hukum Depar— Z
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Wakil Ketua
Anggota-anggota

L 1]

Wakil dari Front Nasional Pusat;

Wakil dari Staf Angkatan Bersendjata,
Wakil dari M.P.R.S.;

Wakil dari Departemen Pertanlan-

Wakil dari Departemen Angkatan Kepolisian;
Wakil dari Departemen Kedjaksaanj

Wakil dari Departemen Kehakiman}

Wakil dari BAPPENAS;

Wakil dari D.P.A.;

Kepala Direktorat Landreform Departemen
Agraria;

Kepala Direktorat Landuse Departemen
Agraria;

Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan
Areal Survey Departemen Agrariaj;

Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
Departemen Agraria;

(1] L 13 (1) [ 1] (Y1) e . e
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temen Agraria. T Kepala Direktorat Pengukuran Hak-Hak

(3)

(1)

(2)

Departemen Agrariaj

Wakil2 dari Organisasi Massa Tani anggota
Front Nasional Jjang diusulkan oleh Front
Nasional Pusat;

(13

Sekretariat Panitya Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Ment eri
Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Sekretaris Umum dan dibantu oleh
Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria sebagai Sekretaris.

Pasal Le
Panitya Landreform Pusat bertugas : -

Memegang pimpinan tertinggi dan menetapkan kebidjaksanaan-umum serta [

menjelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landreform.

¢

Badan Pekerdja bertugas :

a. Melaksanakan keputusan-keputusan Jjang telah diambil oleh Panitya
Paripurna Landreform Pusat;

b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen2 jang
bidang-tugasnja mempunjai hubungan-langsung maupun tidak lang-
sung dengan pelaksanaan Landreform;

c. Memberi bimbingan, petundjuk2 serta pedoman2 pokok penjelengga-~
raan Landreform untuk Panitya2 Daerah, baik atas dasar putusan
Panitya Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisiatip sendiri;

d. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukan kepada Panitya
Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada Badan
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;

c. Memberi ....

il
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¢. Memberi bimbingan, petundjuk?2 serta pedoman2 pokok penjeleng-
garaan Landreform untuk Panitya2 Daerah, baik atas dasar pu-

tusan Panitya Paripurna Landreform Pusat maupun atas inisi-
atip sendiri;

d. Melaporkan segala sesuatu Jang telah dilakukan kepada Pani-
tya Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat{ |

e. Meneliti keputusan2 dan tindakan2 pelaksanaan dari pada Badan
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;

f. Menjelesaikan dan memutuskan sengketa2 jang timbul berhubung
dengan pelaksanaan Landreform Jjang menjangkut kepentingan

masjarakat luas;
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat
bertugas

a. Mengadjukan pertimbangan2? kepada Panitya Landreform Pusat
mengenal pelaksanaan landreform;

b. Melakukan pengawasan dan mengadakan penilaian terhadap semua
kegiat an pelaksanaan Landreform;

ce Mengambil tindakan?2 kearah penjelesaian sengketa2 tersebut
huruf ¢ sebelum Badan Pekerdja mengambil keputusan;

e. Melaporkan segala sesuatu Jjang telah dilakukannja kepada Pa-
nitya Landreform Pusat;

Sekretariat bertugas :

a. Menjiapkan bahan?2 Jjang diperlukan oleh Panitya Landreform Pu- ;;
sat, Badan Pekerdja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pe-|. .
1aksanaan Landreform Fusate.

b. Menjelenggarakan segala sesuatu Jjang bersangkutan dengan ad-
ministrasi pelaksanaan Landreform.

B AB IIT.
PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I
Pasal 5.

Panitya Landreform Daerah Tingket I terdiri atas :

a. Panitya Paripurna dengan keanggctaan sebagai berikut“;‘f_f

Ketua : Gubernur Kepala Daerah;
Wakil Ketua : Kepala Inspeksi Agrariag :
Wakil Ketua : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I dan

djika Ketuanja Gubernur Kepala Daerah,Waki
Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;

Anggot a-anggota Panglima Daerah Militer;
Kepala Polisi Kommisariat;
Kepala Kedjaksaan Tinggi;

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerall
Gotong Rojong;

s e

(1)
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- Wakil Ketua
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Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanahj;
Kepala Dinas Pertanian RakJjat; ‘
Kepala Inspeksi Perkebunan;

Kepala Dinas Kehutananj

Kepala Dinas Kehewananj;

Kepala Dinas Perikanan Darat;

Kepala Inspeksi Landuse;

Kepala DJjawat an Koperasi;

Kepala Djawatan Penerangan;

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;

Kepala Djawatan Padjek Hasil Bumi;
Inspektur Bank Koperaéi Tani dan Nelajan;

Wakil2 dari Organisasi?2 Massa Tani Anggota

Front Nasional Jjang mewakili Golongan Nasa-
kom dan diusulkan oleh Front Nasional Dae-

rah Tingkat I;

Badan_ Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua
Wakil Ketua

(13 L 1Y

Wakil Ketua :

Anggota-anggota :
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Kepala Inspeksi Agrariaj

Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;
dan djika Ketua-nja Gubernur Kepala Daerah
Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I-

Wakil2 Organisasi Massa Tani anggota Pani-
tya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I,
setjara bergilir;

Wakil2 dari Organisasi?2 Massa Tani anggota
Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I

Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Guber-
nur/Kepala Daerahj

Para Ketua Seksi? sebagai jang dimaksudkan
dalam pasal 10;

Keang gotaan tersebut dapat ditambah dengan
wakil?2 instansi2 lain Jjang dianggap perlu
oleh Panitya Paripurna Landreform Daerah
Tingkat I; .

Panitya Landreform Daerah Tingkat I diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah

Tiggkat 1 dengan keanggotaan sebagai berikut s

" Ketua :
Wakil Ketua
Wakil Ketua

£ 1) L 1]

Wakil dari Polisi Kommisariat;

Wakil dari Inspeksi Agrariaj;

Wakil dari Kedjaksaan Tinggi;

Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I;

A.%g_‘ot a2 ° o0
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Anggota-anggota i : Wakil dari Komando Daerah Militer;
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Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani anggota
Front Nasional Daerah Tingkat I, dan Jjang
ilusglkan oleh Front Nasional Daerah Ting-
at I; ;

Sekretariat adalah Kantor Inspeksi Agraria :

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor
Inspeksi Agraria ditambah seorang Pedjabat Jjang ditundjuk oleh
Gubrnur/Kepala Daersh sebagai pembantuj

Panitya ILandreform Daerah Tingkat I bertugas :

a. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform taraf
Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan2 serta instruksi2/pe-
doman?2 dari Panitya Landreform sat;

be Mengkoordlnir prekerdjaan2 Jjang bersangkutan dengan pelaksanaan
ﬁznd;eform Jjang dilakukan oleh Panitya2 Landreform Daerah Ting-
t I3

c. Mengawasi agar instruksi2 Jjang ditetapkan oleh Panitya Landreform
Pusat dilaksanakan oleh Panitya2 Landreform Daerah Tingkat II;

Badan Pekerdja bertugas :

a. Melakukan tugas2 Panitya Landreform Daerah Tingkat I sehari-hari
dan berwenang mengambil keputusan2?2 mengenai segala hal jang ter-
masuk tugas Panitya tersebut;

be. Memberikan pertanggungan djawab kepada Panitya Paripurna Landre-
form Daerah Tingkat I;

Badan Pertimbangan dan Pensawasan Pelaksanaan Landreform Daerah
Tingkat 1 bertugas 3

ae. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Daerah2
Tingkat II;

be. Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan tenténg
pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat I kepada Panitya Landre- [
form Daerah Tingkat I dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan| i
Pelaksanaan Landreform Pusat ; : ik

B AB IV.
PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

l’.‘;@.@.l.._é:_

Panitya Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :
a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut

Ketuva : Bupati/Walikota/Kepala Daerah ;
Wakil Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerahj;
Wakil Ketua ¢ Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II

dan djika Ketua-nja Bupati/Wakikota/Ke-
pala Daerah,Wakil Ketua Front Nasional
Daerah Tingkat II;

Angpota?l eee-
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Komandan Komando Daerah Milifer;
Kepala Kantor Polisi Resort;
Kepala Kantor Kedjaksaan Negerij

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong, Rojong;

Kepala Kantor Pendaftaran Tanahj;
Kepala Dinas Pertanian Rakjatj
Kepala Dinas Perikanan Darat;

Kepala Dinas Kehewananj

Kepala Dinas Pengairan;

Kepala Djawatan Koperasi; -

Kepala Djawatan Penerangan;

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum & Tenaga;
Kepala Dinas Perindustrian Rakjat; . .
Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumij
Kepala Djawatan Agamaj;’

Kepala TJjabang Bank Koperasi Tani dan
Nelajan;

Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota
Front Nasional Jjang mewakili Golongan e
Nasakom dan Jjang diusulkan oleh Front Na-
sional Daerah Tingkat II;

Anggota-~anggota

se
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b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua -
Wakil Ketua

Kepala Kantor Agraria Daerah; - -

Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II

‘dan djika Ketua-nja Bupati/Walikota/Ke~
pala Daerah,Wakil Ketua Front Nasional

Daerah Tlngkat II;

" Wakil Ketua Wakil?2 Organisasi? Massa Tan1 anggota
Panitya Paripurna Landreform Daerah
Tingkat II, setjara bergilir;

Wakil Organisasi? Massa Tani anggota
Panitya Paripurna Landreform Daerash .
Tingkat II.

Seorang Pedjabat Jjang ditundauk oleh
Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

Para Ketua Seksi2 sebagai jang dimaksud-
kan dalam pasal 10;

Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan

instansi?2 lain jang dianggap perlu oleh
ganltya Paripurna Landreform Daerah Tingkat
I;

L 1]
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Anggota-anggota

L 1]

(1}

(2) Panitva....
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(2) Panitya Landreform Daerah Tingkat II diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan landreform dengan

keanggotaan sebagai berikut

Ketua 2 Wakil dari Polisi Ressort;

Wakil Ketua : Wakil dari Kantor Agraria Daerah;

Wakil Ketua : Wakil dari Kedjaksaan Negeris i

Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I] -

Anggota-anggota : Wakil dari Komando Distrik Militer; :
Wakil dari Komando Distrik Militer;

(1] [ 13

O
. (3) Sekretariat

Wakil? dari Organisasi?2 Massa Tani Anggota
Front Nasional Daerah Tingkat II. Jjang di-
usulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat | =
II' l-_,:‘ s

(4)

(5) Badan Pekerdja bertugas :

adalah Kantor Agraria Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian landreform dari Kantor Agrari;
Daerah ditambah seorang Pedjabat janz ditundjuk oleh Bupati/Welikota/: =
Kepala Daerah sebagai pembantu. L

Panitya Landreform Daerah Tingkat II bertugas 2

a. Melaksanakan instruksi2 dari Panitya Landreform Pusat dan Panitya
Landreform Daerah Tingkat .I; :

Memerint ji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform pada A
taraf Daerah Tingkat II, sesuali dengan peraturan2 serta instruksiz: .
pedoman? dari Panitya Landreform Pusat serta Panitya Landreform o0
Daerah Tingkat I;

Melaksanakan pendaftaran pemilihan serta penguasaan tanah2 jang
ada didaerah-nja Jjang terkena ketentuan2 Landreform;

Melaksanakan penguasaan tanah2 Jjang berdasarkan ketentuan2 Landre:
form djatuh kepada Negaraj;

Menetapkan djumlah serta bentuk gantl-rugl kepada bekas-pemillk
menurut pedoman Jjang diberikan oleh Panitya2 Landreform Jang
lebih atas;

Mendaftar dan menetapkan urut-an (prlorltas) petani2 Jjang berhak
mendapat bagian tanah Jjang akan dlbavl-baglkan dalam rangka pe-
laksanakan Landreform;

Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah2 jang dlgadaikan,

Melaksanakan redistribusi tanah2 kepada para petani dalam rangka
pelaksanaan Landreform;

Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun
1960 tentang Perdjand jian Bagi Hasil;

Memberikan bimbingan kepada Panitya2 Landreform Ketjamatan dan
Desa dalam mendjal ankan tugas? mereka serta mengawasi pelaksanaane
nja;

b.

a. Melakukan tugas? Panitya Landreform Daerah Tingkat II sehari-hari
dan berwenang mengambil keputusan2 mengenai segala hal Jjang ter-
masuk tugas Panitya tersebut. :

b. Memberikan pertanggungan-djawab kepada Panitya Paripurna Landre—
form Daerah Tingkat II.

(6) Badan
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(6). Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah
Tingkat ITI bertugas :

a. Menjalurkan sengketa2 Jang timbul dalam pelaksanaan Landreform
Jang menjangkut masjarakat-luas kepada Badan Pertimbangan dan
Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitshukannja
kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanzan Landreform
Tingkat I, semuanja itu dengan disertai. pertimbangannjae

b. Mengambil tindakan? kearah penjelesaian sengketa2 lainnja, dan
berusaha untuk mendamaikan-njae.

ce. Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan.ten-
tang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat II kepada Panitya
Landreform Daerah Tingkat II dan kepada Badan Pertimbangan dan

EZB ' Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dan Pusate. ¥
." B AB V.
PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.
Pasal 7.

~(1). Panitya landreform Ketjamatan terdiri atas :

Ketua
" Wakil Ketua

Asisten Wedana / Kepala Ketjamatanj

Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala
Kantor Agraria Daerahj

Ketua Front Nasional Ketjamatanj dan kalau 5
Ketua-nja Asisten Wedana / Kepala Ketjamatan,
Wakil Ketua Front Nasional Ketjamatane e

Wakil Ketua

"Anggota-anggota Kepala Polisi Sektor; -

" Kepala Dinas Pertanian Rakjat ;
Komisaris Pembangunan Masjarakat Desa°
: Kepala Penerangan Ketjamatan-

Kepala Pengairan;

Wakil?2 dari Organisasi Massa Tani anggota
Front Nasional Jang mewakili Golongan Nasakom "%
Jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamatan|®

(1]

[ 1]

(2). Panitya Landreform Ketjamatan diperlengkapi dengan :
dian Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan
Ketua Wakil dari Polisi Sektor;
Wakil Ketua Wakil dari Front Nasional Ketjamatan;

Anggota-anggota Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Jan
mewakili golongan Nasakom, Jang .diusulkan
oleh Front Nasional Ketjamatane

[ 1]

[ 1] (1]

(3). Sekretariat e..




(3).

(4).

{5).

(1).

(2).

(1). Susunan keanggotaan Panitya2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan
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Sekretariat terdiri atas :

a. Pegawai Ketjamatan jang ditundjuk oleh Asisten Wedana/Kepala
Ketjamatan;

be. Petugas Agraria Jjang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah
Panitya Landreform Ket jamatan bertugas :

a. Membantu Panitya Landreform Daerah Tingkat II dalam melaksanagkan
tugasnja dan mendjal ankan segala instruksi jang diberikan kepa-
danjae .

be Memberikan bimbingan dan pedoman2 pelaksanaan tentang pengeleng—
garaan Landreform kepada Panitya2 Landreform Desa.

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Iandrefonn §;tjamatan
bertugas :

ae Mel akukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform didesaZl.

be Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan ten- e
tang pelaksanaan Landreform di Ketjamatan kepada Panitya Landre-|.
form Daerah Tingkat IT dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan e
Pelaksanaan Landreform Tingkat IT.

B A B VI.

PANITYA LANDREFORM DESA.
Pasal 8.

Panitya Landreform Desa : ber-keanggotaan sebagai berikut

Ketua : Kepala Desa;

Wakil Ketua : Wakil2 dari OrganisasizMassa Tani Anggot;%
Front Nasional jang ada didesa 1tu, %
setjara bergilir. :

Djuru Tulis Desaj

Wakil2 dari Organisasi? Massa Tani
Anggota Front Nasional jang ada didesa

itu, Jjang diusulkan oleh Front Nasional
Desae.

Sekretaris
Anggota-anggota

(1]

Panitya Landreform Desa bertugas :

a. Melaksanakan instruksi?2 dari Panitya Landreform Ketjamatanj;

be Memberikan usul2, saran2, pertimbangan? serta laporan kepada
Panitya Landreform Ket jamatan dan Badan Pertimbangan dan
Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatane
B AB VIT.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTI AN DAN
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN.

Pasal Q.

dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Jjang sudah ada, harus disesu-
aikan dengan ketentuan?2 dalam Keputusan Presiden ini.




-

(2).

(3).

- Kabinet.

(A’) -

5.

(6).

(7).
(8).

(9).

(1)0

(2).

serta Wakil2 Organisasi2 Massa Tani diangkat dan diberhentikan
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Ped jabat2 jang mendjadi anggota Panitya-2 Landreform dan Badan2
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform karena dja-
batannja, tidak memerlukan pengangkatan setjara chususe.

Anggota—-anggota Panitya Paripurna Landreform Pusat Wakil2 dari
Organisasi? Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Presidium

Anggota-anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pel aksanaan
Landreform Pusat Jjang mewakili Departemen2 dan Instansi?2 lain

Pusat.

oleh Ment eri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreforme.

Anggota2 Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Badan Pertimbangan |
dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daersh Tingkat I, ketjuali jang
tersebut dalam ajat 2 Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh e
Gubernur/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I atas

nama Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusate.

Anggota-anggota Panitya Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Per-

timbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Larmdreform Daerah Tingkat ITI,
ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan di=- ~
berhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitya Paripurna Landreform |
Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Ketua Panitya Paripurna Landre-
form Daerah Tingkat I. S :

Anggota-anggota Panitya Landreform Ketjamatan dan Badan Pertimbanganlﬁ

dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ket jamatan, ketjuali jang ter-
sebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bu~ |

pati/Walikota/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat IT.

Anggota-anggota Panitya Landreform Desa, ketjuali jang‘%ersebut
dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Asisten
Wedana/Kepala Ketjamatan/Ketua Panitya Landreférm Ketjamatane °

Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat dapat
menambah keanggotaan Panitya2 Landreform Daerah Tingkat I, Tingkat Ii.
Ketjamatan dan Desa, dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan® Pelak- i
sanaan Landreform, djika hal itu dipandangnja perlu umtuk lebih mem-|
perlant jar pelaksanaan Landreform atau berhubung keadaan-chusus di- k7
sesuatu daerahe.

B AB VIIT.
SEKST - SEKSI.
Pasal 10.

Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I dan Panitya Paripurna
Landreform Daerah Tingkat II dibagi dalam Seksi-seksi Jjaitu : Seksi
Penerangan, Seksi Keuangan, dan Seksi Re~distribusie

Tugas Seksi-seksi tersebut ditetapkan oleh Badan Pekerdja Panitya
Landreform Pusate. ;

BAB IX' ® ® ® @
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B AB IX.

PERSIDANGA AN
Pasal 1ll.

(1). a« Panitya Paripurna Panitya Landreform Pusat bersidang paling
sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah
seorang Wakil Ketua-njae. -

b. Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat bersidang paling se-
dikit 2 (duag bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seora
Wakil Ketua-nja.

c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat
bersidang paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atas undangan
Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.

(2)+ Panitya? Landreform (Paripurna dan Badan Pekerdja) dan Badan2 Per-| -

; timbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform lainnja bersidang |:
paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atas undangan Ketua atau sa-
lah seorang Wakil Ketua-nja.

(3). Djika pada undangan jang pertama Panitya2 dan Badan2 tersebut pa-
da ajat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat bersidang karena tidak
ment japali quorum, maka Panitya atau Badan itu akan bersidang pada
undangan kedua tanpa memandang djumlah anggota Jjang hadir, dan
dapat mengambil keputusan? dengan sahe

F -

B A B Xe
PEMEBIAUJ A A N.
Pasal 12.

Semua pembeajaan dan perongkosan Jjang diperlukanvuntuk pelaksanaan
tugas? Panitya? Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pe-
laksanaan Landreform dibebankan kepada Jajasan Dana Landreform.

B A B XTI,
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 13.

Dengan tidak perlu menunggu disempurnakannja keanggotaan Panitya?l2

Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan-Landre-
form sesuai dengan Keputusan ini, semua Panitya dan Badan Jang telah
ada mendjalankan tugasnja berdasarkan ketentuan2 Keputusan Presiden ini

BAB XIT.

PENUTU P.
Pasal 14.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Azar ...
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Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Keputusan
ini akan dimuat dalam Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di DJjakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.
<] Pd. PRESIDEN REP IK INDONESIA,
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